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PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA JAMBI,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, maka dalam rangka tertib administrasi, dan
terciptanya harmonisasi, stabilitas, efektifitas, serta menjamin
partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap
penyelenggaraan pemerintah daerah, maka perlu diatur
tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi
tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5430);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5202);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Jambi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi
Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Jambi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota
Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2012 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Jambi Tahun 20012 Nomor 8 );

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau



Menetapkan :

Sipin dan Kecamatan Paal Merah (Lembaran Daerah Kota
Jambi Tahun 2014 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA JAMBI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1

. Daerah adalah Kota Jambi.
2.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.

.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan wuang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kota Jambi.

. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.
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.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan
APBD.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran
badan/dinas/ biro keuangan / bagian keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran
SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan
anggaran badan/dinas/biro keuangan / bagian keuangan
selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran
pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
mengelola belanja bunga, belanja subsidi, hibah, bantuan
sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan,
belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pembayaran langsung.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPKD.
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Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan
SPM.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan
DPRD.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial.

Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi,
krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk
dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: tata cara

pengajuan bantuan sosial, penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta
monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial di
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lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang bersumber dari
APBD.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
di berikan kepada:

a. individu dan/atau keluarga;
b. masyarakat; dan
c. lembaga non pemerintahan

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:

a. Bantuan sosial berupa uang, penganggarannya
dicantumkan dalam program kegiatan di DPA/DPPA-
SKPKD

b. Bantuan sosial berupa barang/jasa, penganggarannya
dicantumkan dalam program kegiatan di DPA/DPPA-
SKPD.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a terdiri:

a. Bantuan sosial berupa uang yang direncanakan.

b. Bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat
direncanakan.

BAB 1II
PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan

Pasal 3

Individu dan/atau keluarga, masyarakat dan lembaga non
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
dapat menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis
kepada Walikota.

(2) Usulan bantuan sosial secara tertulis sebagaimana

(3)

dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan tandatangan
yang sah oleh :

a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat,
ditandatangani oleh pemohon dan diketahui RT; dan

b. Lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan
ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan
lain.

Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilengkapi
proposal yang paling sedikit memuat informasi tentang :

a. Latar belakang;
b. Maksud dan tujuan;

c. Rincian rencana penggunaan dana;
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d. Jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
e. Data umum organisasi/lembaga dan alamat lengkap.

Permohonan pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1)
disampaikan pada Walikota.

Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan
evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada
Walikota melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan
prioritas dan kemampuan keuangan daerah, untuk
selanjutnya disampaikan kepada Walikota.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 4

Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-
SKPD.

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan
sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian
obyek belanja bantuan sosial pada SKPKD.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang
diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek
belanja bantuan sosial barang atau jasa dan rincian obyek
belanja bantuan sosial barang atau jasa yang diserahkan
kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Kepala Daerah mencantumkan daftar penerima, alamat
penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Format Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD.
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 5

Kepala Daerah menetapkan daftar penerima bantuan sosial
beserta besaran uang atau jenis barang yang akan diberikan
dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD.

Daftar penerima bantuan sosial sebagimana dimaksud pada
ayat (3) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan
sosial.

Penyerahan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah kepada
penerima bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan
penandatanganan berita acara serah terima.

Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan
dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan bantuan sosial berupa barang sesuai DPA-SKPD
dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Keempat
Penatausahaan

Pasal 6

Persyaratan administrasi penyaluran bantuan sosial untuk
individu dan/atau keluarga,dan masyarakat terdiri :

a. Surat permohonan pencairan Bantuan Sosial; dan

b. Salinan/photocopy KTP atas nama Penerima Bantuan
Sosial.

Persyaratan administrasi penyaluran bantuan sosial untuk
lembaga non pemerintah, terdiri dari :

a. Surat permohonan pencairan Bantuan Sosial dilengkapi
rincian rencana penggunaan Bantuan Sosial;

b. Salinan/photocopy KTP atas nama ketua/pimpinan
pengurus lembaga/organisasi Penerima Bantuan Sosial;

c. Salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas
nama lembaga/organisasi;

d. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup,
ditandatangani, dan dibubuhi cap lembaga/organisasi
serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan
pengurus lembaga/organisasi atau sebutan lain; dan

e. Surat pernyataan tanggungjawab.



Bagian Kelima
Pencatatan

Pasal 7

(1) Bantuan sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis
Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun anggaran
berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang, dicatat sebagai realisasi
objek Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa
dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

(3) PPKD melakukan pencatatan realisasi belanja bantuan
sosial, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran
berkenaan.

(4) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan
kepada Penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir
tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan
dalam neraca.

(5) Realisasi bantuan sosial berupa barang, dikonversikan
sesuai standar akutansi pemerintahan pada laporan
realisasi anggaran, dan diungkapkan pada catatan atas
laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Penggunaan

Pasal 8

(1) Penerima Bantuan Sosial wajib menggunakan uang
dan/atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan
yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang
diajukan dan telah disetujui.

(2) Penerima Belanja Bantuan Sosial dilarang mengalihkan
uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Paragraf Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 9

Pertanggungjawaban penerima atas pemberian bantuan sosial
meliputi :



a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan
sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang
kepada Walikota;

b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima
bantuan sosial;

c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan
digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. Berita acara penyerahan bantuan sosial berupa uang atau
barang.

Paragraf kedua
Pelaporan

Pasal 10

(1) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang dan
barang disampaikan 1 (satu) bulan setelah kegiatan
dilaksanakan oleh penerima bantuan sosial kepada
Walikota melalui SKPKD atau paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran berkenaan.

(2) Penyampaian Laporan penggunaan bantuan sosial berupa
barang oleh penerima bantuan sosial kepada SKPD
berbentuk dokumen berita acara serah terima dan pakta
integritas yang telah ditandatangani untuk disampaikan
kepada Walikota melalui SKPKD paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB III
MONITORING, EVALUASI

Pasal 11

(1) SKPD pemberi Bantuan Sosial melakukan monitoring dan
evaluasi atas kelengkapan syarat administrasi
pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan
kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi
pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 12

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdapat pengguna bantuan
sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui,
penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka, semua
ketentuan mengenai bantuan sosial dalam Peraturan Walikota
Jambi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Atas Beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi
Tahun 2015 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 21 November 2016
WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 21 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
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EDRIANSYAH, SH., MM
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